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PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NoMoR 9? ranuN 2o2o

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Meagingat : 1.

b.

GUBERITUR ITUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 4 Tahun 2OI9 telah ditetapkan Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah dan Perubahannya, telah terjadi
perubahan terhadap fungsi dan susunan organisasi
Inspektorat Daerah Provinsi;

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sekaligus untuk
memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur agar lebih independen dan
obyektif dalam rangka mewujudkan penyelengaraan
Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, maka Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau
kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
16ael;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20lL Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2079 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);1y'

d.

2.



Menetapkan:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintatr Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentaig Perangkat Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peratr:rarL Menteri Dalan Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(trmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2016 Nomor O09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0O82) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 Nomor 001. Tambahan lrmbaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 01O2);

ilEilUTIISI(AN:

PERATURAN GI'BERNUR TENTAJTG KEDUDUKAN,
SUSUI{AIT ORGAITISASI, TUGAS DAIY FUNG{TT SERTA TATA
XTR.'A II|SPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA
TEil(XiARA TTVTJR- 4t



5.
6.

BAB I
XSIEI|TUA"IT IIIf,I'U

Pasd I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

9. Tata Kerja ada-lah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis,
tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan keda yang harus
ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan /atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BA"B II
KEDUDUI(AIV

Pagal 2
(l) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SU$IIIAIT ORGAJYISASI

Pasal 3
(1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri

atas:

a. sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian:

1. sub bagian perencanaan;
2. sub bagian administrasi umum dan keuangan; dan
3. sub bagian analisis dan evaluasi.

b. inspektur pembantu sebanyak 5 (lima) inspektru pembantu terdiri
atas:

f . inspektur pembantu I;
2. inspektur pembantu II;
3. inspektur pembantu III;
4. inspektur pembantu IV; dan
5. inspektur pembantu V.

c. Kelompok Jabatan Fl:ngsionat; lf



(2)

(3)

(41

(l)

(2)

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh
sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Inspektur.

Inspektur pembantu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) huruf a angka 1 sampai
dengan angka 3, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 4

Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (l) adalah sebagaimana tercantum dalam l,ampiran I
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Uraian tugas jabatan pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (f) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

BAB IV

rUGAS DAJ{ fl'I{GSI
Pasat 5

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll,
mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi
pelaksana.an uru.san pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. perumus€rn kebijakan teknis bidang pengawasErn dan fasilitasi

pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
Gubernur dan/ atau Menteri;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Paset 6

Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pengawasan sebagaimana dimalsud pada ayat (1), sebagai pelalsanaan
tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah hrsat dalam
rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.4/

(1)

(21

(1)

(2)



Pasd 7

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian
keuangan negara/ Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c tanpa menunggu
penugasan dari Gubernur dan/ atau Menteri.

Plsal 8

(1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang
dan / atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur wajib
melaporkan kepada Menteri.

(21 Menteri melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam
menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/ atau
kerugian keuangan Negara/ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan
lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern
pemerintah.

BAB V

JABATAIT FT'NGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (f) huruf c, mempunyai tugas melakukan
kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasd lO

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan
pemerintahan daera-h, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbeg
dalam beberapa Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas
usul lnspektur.

Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(l), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keda yang diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA XER.'A

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan
sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-
masng.4,

(1)

(21

(3)



Pasal 12

(1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam
melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

l2l Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban
memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi peke{aan
dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam
lingkungan ke{anya.

Pa,8al 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah
wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEIfGANGKATAIT DA,!T PEMBERHEIfTIAIT

Paeal 14

Menteri melakukan supervisi dalam proses pengisian jabatan Inspektur
dan inspektur pembantu.

Panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur ditetapkan oleh Gubernur
setelah dikonsultasikan kepada Menteri.

Dalam pelaksanaan supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2\, Menteri melibatkan menteri yarrg
menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan
Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 15

Gubernur sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur
dan inspektur pembantu, terlebih dahulu berkonsultasi secara terrulis
kepada Menteri.

Sekretaris dan kepala sub bagian pada Inspektorat Daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
XSTEI{TUAI| PERALII{A.IT

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Guben:ur ini.4f

(1)

(21

(3)

(1)

(2)



B.AA IX
KSIENTUAN PEITUTT'P

pasal 17
Pada saat Peraturan Gubernur ini murai berraku, maka peraturan GubernurNusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2ol9 tentang Kedudukan, susunanorganisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah provinsi
Nusa Tenggara Timur (Berita Daerarr provinsl Nusa Tenggara Timur Tahun2O19 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasaf lE
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur_ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi NusaTenggara Timur.

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2O2O

SEKRETARIS DAERAH

?PROVTNST NY14 TENGGene nnrun, I

f"' S POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2O2O NOMOR

Ditetapkan di Kupang.
pada tanggal B SuptOwrbcf 2o2o

[**-* U LNSKODAT



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMoR : t{J rnuuru zozO
rANccAL : g SontnEeF 2o2o

BAGAN STRIIKTT'R ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH PROVII{SI

NUSA TENEGARA TIMUR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

INSPEKTUR

PEMBANTU I

INSPEKTUR

PEMBANTU II

INSPEKTUR

PEMBANTU III
INSPEKTUR

PEMBANTU IV

INSPEKTUR

PEMBANTU V

I ut*"o* euNdrr,,u LArsKoDAr
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LAMPIRAN II PERATURAN
NOMOR .

TANGGAL :

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
q? TAHUN2O2O
oR S0?Tengoa 2o2o

1.
2.
3.
4.
5.

URAIAN TUGAS JABATAN
PADA INSPEKTORAT DAERAII PROVINSI NUSA TENGIGARA TIMUR

URAIAN TUGAS JABATAN

: INSPEKTUR DAERAH PROVINSI NTT

II-A
INSPEKTORAT DAERAII PROVINSI NfT

a.A

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

MERUMUSKAN PROGRAM KERJA INSPEKTORAT DAERAH MELIPUTI
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI DAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA
SERTA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI
KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG
BERLAKU DEMI TERWUJUDNYA PENATAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SERTA LAYANAN PUBLIK YANG
EFEKTIF, EFISIEN DAN BERTANGGUNGJAWAB MENUJU PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN BERWIBAWA.

6. URAIANTUGAS

6.1. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi dan kebijakan Gubernur serta masukan dari
komponen masyarakat untuk mewujudkan pemerintah yang
bersih dan berwibawa;
Merumuskan program kerja berdasarkan Renstra Inspektorat dan
regulasi yang baru serta masukan dari komponen masyarakat
untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan;
Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan sistim
pengawasan yang sinergi pada perangkat daerah di lingkungan
pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota;
Mengoordinasikan penyelenggaraan program pembinaan dan
pengawasan dengan instansi dan/atau pihak-pihak terkait
berdasarkan program kerja Inspektorat Daerah agar terciptanya
sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara
efektif dan efisien:
Mengoordinasikan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan
dan prosedur yang berlaku untuk menjamin obyektifitas dalam
melakukan pemeriksaan;
Menetapkan rencana kinerja tahunan Inspektorat berdasarkan
rencana strategis (RENSTRA) dan masukan dari komponen
masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

6.2.

6.3.

6.6.

1



6.7. Mengoordinir pelaksanaan pemeriksaan reguler/berkala, akhir
masa jabatan kepala daerah kabupaten/kota dan
khusus/pengaduan masyarakat, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan
wewenang untuk mengetahui kinerja dari masing-masing
perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;

6.8. Mengarahkan bawahan sesuai program kerja agar terciptanya
motivasi dan komitmen kerja dalam pelaksanaan tugas yang
menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang
diinginkan secara optimal;

6.9. Mengoordinir pelaksanaan penilaian atas manfaat dan
keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
berdasarkan masukan, keluaran dan hasil dari masing-masing
perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk
mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas;

6. 10. Mengendalikan pelaksanaan urusan administrasi umum dan
keuangan untuk tertib administrasi;

6.11. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan
mengadakan analisa dan evaluasi hasil berdasarkan rencana
keda guna mengetahui permasalahan agar tercapai hasil kerja
yang optimal;

6.12. Mengendalikan pelaksanaan pengawasan internal terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan
dan kegiatan pengawasan lainnya;

6. 13. Mengendalikan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;

6.14. Mengendalikan pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak
pidana korupsi, pelaksanaan program reformasi birokrasi;

6. 15. Merumuskan kebijakan umum dan skala prioritas pengawasan
berdasarkan usulan dari satuan kerja Inspektur pembantu di
lingkungan Inspektorat;

6. 16. Mengendalikan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut
hasil pengawasan melalui rapat untuk mengetahui seberapa jauh
hasil tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan;

6. 17. Mengendalikan persiapan dan perkembangan pelaksanaan
rencana pengawas untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.18. Mengoordinir pen5rusunan, menetapkan dan menyampaikan
iaporan kinerja dan laporan lainnya sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan
pertanggungiawaban pelaksanaan kinerja,

6. 19. Menyelenggarakan rapat staf secara berkala dan rutin dalam
rangka penyamaan persepsi pelaksanaan tugas untuk
meningkatkan kinerja aparatur;

6.20. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan
berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan
permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan
masalahnya;

6.21. Membina bawahan dalam penegakan disiplin sesuai ketentuan
dan prosedur yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, berintegritas dan bermorai dalam pelaksanaan tugas
baik di dalam maupun di luar kantor;

6.22. Melaporkan hasil penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan
berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya serta sumber
data yang tersedia sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan Atasan;

2



6.23. Menyampaikan saran/masukan secara lisan dan tertulis kepada
Atasan melalui nota dinas dan/atau telaahan staf sesuai tugas,
fungsi dan wewenangnya sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan atasan;

6.24. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas, fungsi dan
wewenangnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



1. NAMA TIABATAN
2. KODEJABATAN
3. ESELON
4. UNITKERJA
5. RUMUSANTUGAS

URAIAN TUGAS T'ABATAN

: SENRSIhRIS

: III-A
: INSPEKTORATDAERAIIPROVINSINTT

4

MERENCANAKAN CP.ERASIONAL, MENGENDALIKAN DANMENGEVALUAST pELAKSANAAN ' xoiinrerv pERENcANAAN,ADMINISTRASI UMUM OEru XPUANCAI S'BiiA ANALISIS DAN EVALUASIBERDASARKAN KETENTUAN DAN pnoieoijn YANG BERLAKU AGAR
Io"$Iou*'uo*yApELAyANarveonarrvisrnaiie"vervcceper,ii^pariarv

6. URAIAN TUGAS:

6.1. Merencanakan langkah_langkah operasional Sekretarratberdasarkan
evaluasi,.n.,','Xtffi ff:i.,[.3;ffi:?,.#Hl_ ffl Jil*digunakan sebagai pedornan pelaksan.an tugas;6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepadabawahan dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisansesuai dengan permasalahan dan bidang ,G;;;r;;;*masing agar tercanai efektifitas pelaksanaan tugas;6.3. Memberi petunjuk p"ry-"u.,a., konsep pedoman, norma,standar, prosedur 

.dan. petunjuk teknis. p;;t;i;";;;;."perencanaan, administrasi umum dan keuanga., 
"..t" l-""ri"i"dan evaluasi u3tuk. mewujudkan pelayanan yang cepat, tepatberdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakatf6.4' Mengawasi pelaksanaan iugas bawahan berdasarkan rencanakerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat wakiudan tepat sasaran;

6.5. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidangperencanaan, administrasi umum dan keuangan serta analisisdan evaluasi sesuai prosedur dan ketentul., y".rg a;;;k"
sebagai bahan pertanggungiawaban pelaksanaa" f.i""["f 

-- ---

6.6. Mengawasi peny-elenggarain layanan aami.rist.asitn'sfektorat
Daerah yang meliputi perencanaan, administrasi umum dan
Keuangan serta analisis dan evaluasi sesuai prosedur danketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas;

6.7. Menyelia peny'usunan rencana program/kegiatan Inspektorat
Daerah berdasarkan masukan data dari masing_masing unit
kerja di lingkungan Inspektorat Daerah agar tersedia pr"ogr"_
kerja yang partisipatif;

6.8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai hasil yang
dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan meicari
solusinya;

6.9. Menyampaikan saran/masukan secara lisan dan tertulis
kepada atasan melalui nota dinas dan/atau telaahan staf
sesuai tugas, fungsi dan wewen€rngnya sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan atasan;

6.10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat
berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban
dan masukan bagi atasan;



6. I 1. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan
disiplin sesuai ketentuan yang beriaku agar terciptanya ASN
yang handal, profesional, beretika dan bermoral;

6.12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.
2.
3.
4.
5.

URAIAN TUGAS JABATAN

NAMA JABATAN
KODEJABATAN
ESELON
UNIT KER.IA
RUMUSAN TUGAS

: KEPALA SUB BAGIAN PER"ENCANAAN

: IV-A
: SEKRETARIAT

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PERENCANAAN
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU DEMI
TERWUJUDNYA PERENCANAAN YANG TEPAT DAN AKURAT.

6. URAJANTUGAS:
6. 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan

langkah-langkah operasional Sekretariat dan hasil evaluasr
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih ianjut;

6.4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bahan
penyusunan di bidang perencanaan;

6.5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan
dokumen perencanaan di lingkungan Inspektorat Daerah;

6.6. Melaksanakan penyiapan rencana program dan anggaran serta
penyusunan indikator kinerja utama, rencana strategis, rencana
kerja, KUA dan PPAS, dokumen pelaksanaan anggaran dan
perjanjian kinerja Inspektorat Daerah,

6.7. Melaksanakan pembuatan konsep tentang penyelenggaraan
kerja sama pengawasan;

6.8. Melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Inspektorat Daerah;

6.9 . Merencanakan pengelolaan data dan informasi rencana dan
program kerja Inspektorat Daerah;

6.10. Melaksanakan penyiapan rencana program kerja pengawasan
Inspektorat Daerah dan merencanakan penyusunan Program
Kerja Pengawasan Tahunan berbasis resiko untuk menjadi
pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan;

6. 11. Melaksanakan dan merencanakan kebutuhan diklat pegawal
baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar
pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan
kebutuhan diklat lebih lanjut;

6. 12. Melaksanakan kegiatan pengadministrasian kerjasama
pengawasan dengan APIP lainnya dan APH;

6.13. Mengevaluasi program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan
sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan
program dan kegiatan tahun berikutnya;

6. 14. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan
berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggung'awaban
dan masukan bagi atasan;

6. 15. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6



6. 16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasanbaik secara lisan maupun tertulis "L"uii t.,g"" d"" f""g"lil;untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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r. NAMAJABA?AN

2. KODE T'ABATAN
3. ESELON
4. UNIT KER..'A
5. RUMUSANTUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: .KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
UMUM DAN KEUANGAN

: IV-A
: SEKRETARIAT

MERENCANAKAN DA{, 
]{ELAKSANAKAN KEGIATAN ADMINISTRASIUMUM DAN KEUANGAN BERDASAR*"Ni'i'Ui!*"UAN DAN PROSEDURyANc BERLAKU AGIT.. renwuiii'o'.bu"robror*" ADMrNrsrRAsrUMUM DAN KEUANGAN YANG TNATVSTANAi'i'Ji" OAU*"O""'.

6. URAIANTUGAS:

6. 1. Merencanake
K".,".'s.,, -'lft-,,""r*i,' ", ffif*#:ii""' y#H,#
Sekretariat dan kegiatan tahun se-beiyan g ad a se bagai p".o 

"*""-a Ji J;.",,ffi lffi.llfti:.- o"' o ^,,6.2. 
I::pr,_ tugas. dan ;;ri[e;'i1,u.,:rr kepada bawahanqengan memberi arahan sesuai.deul{ang,"*""^,-:1"11,*,"""-i-**;*i."t;:"S1-HX,,tkil:;
efektivitas pelarsanaan tueas:6.3. Memeriksa n""lf f..4" ;";;"" berdasarkan ketentuan danprosedur r""ll:.-gk" .r" tuf. p."y._purnaan lebih lanj ut;6.4. Mengontrol pengumpuran aur-, p.r"pt.rn data dalam rangkapenyusunan 

ljf",^ n."eu"ulan- Karpeg, Karis/Karsu, Askes,Taspen dan Bapertarum aga. tersedia-oata usulan yang valid;6.s. Mengoreksi tlll"^:*l;%r..*il"nskat dan kenaikan sair
i.Tfl3rfrfi"wai sesuai periode v"lg t.r"rr ditetapkan alar

6.6. MempersiapkT^,^idT1i:trasi. pelaksanaan sumpah danpelantikan jabatan struktural, 
. 
r"r, p.rg.ngkatan dalarrrjabatan struktural, pensiun, 

"*i J." model C pegawai sertapenerapan .rrc}u. kredit pejabat fungsional ai"-ii<i ?g".tercipta tertib administr""i t"p.g.r"i^rr;6.7. Menyiapkan dokumen a*JaeiAEK,-p?ta Jabatan dan EvaluasiJabatan di ringkungan Inspektorat Daerah berdasarkanketentuan dan prosJdur y""g b.rl"t., ;;a;i ;;_p;fi;kebutuhan pegawai aan formasijr;;;;o.d. Mengontrol dan. merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuaidata absensi harian agar tersedia data bagi p"rriUli"." ai.-ipiiipegawai;
6.9. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masukdan keluar agar terarah dan-terkendali:
6. 10. Melaksanakan dan mengecek kegiatan pengelolaan arsip baikarsip aktif, in aktif maupun arsip siatis a"., p.r.g.'iol"u.layanan perpustakaan sesuai ketentuan untuk pem*enuhan

kebutuhan ASN dan pihak terkait:
6'i1' Melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan sesuaiketentuan untuk pemenuhan kibutuhan ASN a"" fin"f.terkait terhadap bahan pustaka;
6.12. Meny'usun dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik

Inspektorat Daerah;

,q



6. 13.

6.14.

o. I5.

Melaksanakan kegiatan dalam menata maupun membersihkanruangan agar terasa nyaman dan sehat daiam meraksanakantugas;

Y^:11!:"""T.n perbendaharaan, verifikasi, akuntansi danpelaporan keuangan berdasarkan data keuangan yang adaagar terwuud penselolaan keuangan yang akurrtabel;Melakukan rekoniilia"i anggaran beidaJarkan data keuanganyang ada agar terwuiud penlelolaan k";;;;; yang akuntabelmelalui rekonsitiasi i"" iooiai"""i;;;;;;"ft,"nsi dan pihakterkait;

Y:t^1I:"liU"n. anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atasraporan pemeriksaan keuangan;
Melaksanakan pensurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;y:f:" 1 l,: " I 

p.o gi.,n d ""'kAi"i:; ;;;; "Ji'" Ad min i s tra si
*.r"1,"i'.,,)'""T*;JJff "i.:::?;T?"uE|jl^*f ",lXtT
berikutnya;
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan adminrstrasi umumdan keuangan berdasark"" .;;;;;;"r.Ji""".n"gai bahanp-ertanggungiawaban dan masukan baei atasln,M^elaksarakan pembinaan disiplin ;;;;;;';.wahan sesuaiketentuan yang berlaku, agar tercipt".ry, ist,l yang handal,profesional, beretika dan bermoral;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehatasan baik secara lisan maupun tertulis -"""a_,u, tugas danfungsinya untuk kelancaran pelaksanrr. tue.".

6. 16.

6.17.
o. 16.

6.19.

6.20.

6 t1
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2.
3.
4.
5.

URAIAN TUGAS JABATAN

1. NAMA JABATAN KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS DAN
EVALUASI

IV-A
SEKRETARIAT

KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN ANALISIS DAN
EVALUASI BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU
AGAR TERSEDIA HASIL ANALISIS DAN EVALUASI YANG AKURAT.

6. URAJANTUGAS:

6.I . Merencanakan kegiatan Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
berdasarkan langkah-langkah operasional Sekretariat dan
kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

6.2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan
memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas
masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas;

6.3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;

6.4. Memeriksa dan melaksanakan hasil penyusunan dan
penjabaran program berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar tersusunnya program dan kegiatan yang
akomodatif;

6.5. Menghimpun dan mengolah serta menganalisis data dari
masing-masing unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah
agar tersedia data base dan data statistik yang valid;

6.6. Melakukan pemantauan dan pendokumentasian hasil
pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan untuk
mengetahui seberapa jauh hasil tindak lanjut terhadap laporan
hasil pemeriksaan;

6.7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku:

6.8. Melakukan peny'.Lrsunan data base hasil pengawasan untuk
pembinaan dan pengawasan selanjutnya;

6.9. Menghimpun dan memverilikasi hasil monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat dan masing-
masing Inspektur Pembantu setiap bulan, triwulan, semester
dan tahunan;

6. 10. Mengevaluasi kegiatan dan penyusunan Renja, Renstra,
Laporan Bulanan, Semesteran, Laporan Tahunan, Laporan
Kinerja, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan TLHP
Semester I dan Laporan TLHP Semester II, Ikhtisar Hasil
Pengawasan sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi
bahan masukan untuk program dan kegiatan tahun
berikutnya;

6. 11. Mengevaluasi program dan kegiatan Sub Bagian Analisis dan
Evaluasi sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan
masukan program dan kegiatan tahun berikutnya;
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- 6.12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi
berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban
dan masukan bagi atasan;

6.13. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal,
profesional, beretika dan bermoral;

6.14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1. NAMAJABATAN
2. KODEJABATAN
3. ESELON
4. UNITKERJA
5. RUMUSANTUGAS

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP

DAERAH DI PERANGKAT
BERDASARKAN KETENTUAN

AGAR TERWUJUDNYA
BERSIH DAN BERWIBAWA.

URAIAN TUGAS JABATAN

: INSPEKTURPEMBANTUI

: III-A
: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NT'f

MENGEVALUASI PEMBINAAN DAN
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DAN PROSEDUR YANG BERLAKU
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG

6. URAIANTUGAS:

6.1. Merencanakan langkah-iangkah operasional Inspektur
Pembantu I berdasarkan rencana kerja Inspektorat Daerah dan
hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada
untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada
bawahan dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-
masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

6.3. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu
dan tepat sasaran;

6.4. Menyelia program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai
dengan pelaksanaan agar terciptanya efektifitas pelaksanaan
program dan kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan
organisasi yang telah ditetapkan atasan;

6.5. Memeriksa hasil kerja pejabat fungsional auditor dan pengawas
pemerintahan berdasarkan rencana kerja untuk
disempurnakan agar hasil yang dicapai benar-benar akurat dan
sesuai ketentuan yang berlaku;

6.6. Menyelia pen)rusunan rencana kerja pemeriksaan tahunan
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditetapkan
sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

6.7. Menyelia pelaksanaan penJrusunan program kerja pemeriksaan
(PKP) terhadap obrik yang diperiksa;

6.8. Menetapkan kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan pengawasan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengawasan
yang sinergi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan Provinsi;

6.9. Mengoordinasikan, mengawasi pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pemantauan
dan evaluasi, verifikasi, reviu sesuai ketentuan dan prosedur
guna menjamin obyektifitas dalam perencanaan dan
p€nganggaran untuk mengetahui kinerja dari masing-masing
perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;

6. 10. Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan,
pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan masukan,
keluaran dan hasil dari masing-masing perangkat daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui keberhasilan
pelaksanaan tugas;
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6. 1 1 . Melakukan inventarisasi, dokumentasi dan penelaahan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan pengawasan untuk menunjang kelancaran peiaksanaan
tugas;

6. 12. Mengumpulkan data umum terhadap obyek yang diperiksa
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk
mengetahui secara umum mekanisme dan kebijakan pada
instansi yang diperiksa;

6.13. Mengoordinir penyusunan hasil pemeriksaan sesuai obyek yang
diperiksa agar dapat diketahui permasalahan yang ada dan
segera melakukan tindak lanjut;

6.14. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan;

6.15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu I sesuai
hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan
mencari solusinya;

6. 16. Menyampaikan saran/masukan secara lisan dan tertulis
kepada atasan melalui nota dinas dan/atau telaahan staf
sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan atasan;

6.17. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu I
berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggung'awaban
dan masukan bagi atasan;

6.18. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan
disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN
yang handal, profesional, beretika dan bermoral;

6.19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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l.
2.
3.
4.
5.

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KER.IA
RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGASJABATAN

: INSPEKTUR PEMBANTU II
: III-A
: INSPEKTORAT DAERAII PROVINSI NTT

MERENCANAKAN 
.OP.ERASIONAL, MENGENDALIKAN DANMENGEVALUAST pEMBTNAAN o1N peNcawesaru TERHADAp

'ELAKSANAAN 
uRUStN,--lpMonrrv-ianax' -uo"*o" 

Dr eERANGKATDAERAH pRovrNsr oeN xe_e^upa-i;Ni 
"o;; einoose*xaN KETENT'ANDAN pRoSEDUR yANG eniierU AGAR TERwuJUDNyAPENYELENGGARAAN PO^ABNTNTAHATV'VNr.J6 EENSTH DAN BERWIBAWA.

6. URAIANTUGAS:

6. 1. Merencanakan^__, 
- 
langkah_langkah operaslonal Inspekturpembantu II berdasarkar, ...r"irr" kerja Inspektorat Daerih danhasil evaluasi tahun 

".U.f"_"y" "J.t", "rr-b.. data yang adauntuk digunakan sebagai p.aornu.r-f tr.*sanaan tugas;6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepadabawahan dengan memberi arahan 
"."".^ tertulis maupun lisan

ff#: l;;.*?" 
permasatahan dan bidang ;;;"*;;;;*

6 s ffi;;"*::i'J.',:,?Jffi:-,,',;: tlf#ru*:S;r"" ;";,"kerja yang telah ditetapkrri 
"g", p.i"k""rr".rr.rya tepat waktudan tepat sasaran:

6.4. Menyelia program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampaidengan pelaksanaan agai. terciptanya efeitifi ta_ ;;hl;;;;"""program dan kegiatan dalam mencapai t"j"J--k;;;;;;"organisasi yang telah ditetapkan atasan;6.5. Memeriksa hasil kerja.pejuUur i""g"io"at auditor dan pengawaspemerintahan berdasarkan rencana kerja intukdisempurnakan agar hasil yang dicapai Ue.rar_t.nri at.rr** j",sesuai ketentuan yang berlaku;
6.6. Menyelia penlrlsunan rencana kerja pemeriksaan tahunansesuai prosedr. g-u.r. ketentuan yang-beriaku untuX ditetaff<an

sebagai program Kerja pengawasan iahunan (pKpT);6.7. Menyelia pelaksanaan penyusunan program Lerja pemeriksaan
(PKP) terhadap obrik yang diperiksa;

6.8. Menetapkan kebijakan pembinaan dan petunjuk teknispenyelenggaraan pengawasan berdasarkan 
- 

ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengawasan
yang sinergi pada perangkat daerah di lingkungan perierintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangan provinsi;

6.9. Mengoordinasikan, mengawasi pemeriksain, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pemantauan
dan evaluasi, verifikasi, reviu sesuai ketentuan dan prosedur
guna menjamin obyektifitas dalam p...r,."rruu., dan
penganggaran untuk mengetahui kinerja dari masing_masing
perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota:

6.10. Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebiiakan.
pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan maJukan'
keluaran dan hisil dari masing-masrng perangkat dae.ati
Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk mengetahui keberhasilan
pelaksanaan tugas;
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6.1 1.

6.12.

6. 13.

6.14.

6.15.

6. 16.

6.17.

6.18.

6.19.

Melakukan inventarisasi, dokumentasi dan
terhadap peraturan perundang-undangan yang
oengan pengawasan untuk menunjang kelancaran
tugas;
Mengumpulkan data umum terhadao
berdasarkan ketentuan dan prosedur
mengetahui secara umum mekanisme
instansi yang diperiksa;

penelaahan
berhubungan
pelaksanaan

obyek yang diperiksa
yang berlaku untuk
dan kebijakan pada

Mengoordinir pen5rusunan hasil pemeriksaan sesuai obyek yang
diperiksa _agar dapat diketahui permasalahan yang ada dan
segera melakukan tindak laniut:
Mengo.ordinasikan pelaksaiaan pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas Inspektur pembantu II sesuaihasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan
mencari solusinya;
Menyampaikan saran/masukan secara lisan dan tertuliskepada atasan melalui nota dinas dan/atau telaahan stafsesuai. tugas, _ fungsi dan wewenangnya sebagai bahanp-ertimbangan dalam pengambilan keputusan atasan;
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiaian Inspektur pembantu IIberdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban
dan masukan bagi atasan;
Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan
disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptan],a ASN
yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik .secara lisan maupun tertulis se"uii tug.s dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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t.
2.
3.
4.
5.

NAMA.IABATAN
KODEJABATAN
ESELON
UNIT KER.'A
RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: INSPEKTUR PEMBANTU III
: III-A
: INSPEKTORAT DAERAII PROVINSI NTT

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DANMENGEVALUASI PEMBINAAN oeTv pp]vcawnsn].I TERHADAPPELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAru 
_OABNEH 

DI PERANGKATDAERAH pRovINSI DAN KABUpAreuTxora eEnoasanKAN KETENTUANDAN PROSEDUR YANG EORI,EXLT AGAR TERWUJUDNYAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA.

6. URAIAN TUGAS:

6.1. Merencanakan. langkah_langkah operasional Inspekturpembantu III berdasark"r, ,e.,""rra t .i1" rrr.p.tto."T HJ.."hdan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yangada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;, 
-

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk - kJpadabawahan dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisansesuai dengan permasalahan dan bidang ,"gu""y;-;u"l"g_
masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;6.3. Mengawasi peraksanaan tugas bawahan berdisarkan rencanakerja yang telah ditetapkan aga. pelaksanaannya tepat-*attu
dan tepat sasaran;

6.4. Menyelia program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai
dengan pelaksanaan agar terciptanya efektifitas pelaksanaan
program dan kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan

- organisasi yang telah ditetapkan atasan;
6.5. Memeriksa hasil kerja pejabat fungsional auditor dan pengawaspemerintahan berdasarkan rencana kerja intuk

disempurnakan agar hasil yang dicapai benar_benai akurat dan
sesuai ketentuan yang berlaku;

6.6. Menyelia penJrusunan rencana kerja pemeriksaan tahunan
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditetapkan
sebagai Program Kerja pengawasan Tahunan (pKpt);

6.7. Menyelia pelaksanaan penJrusunan program i<erja 
'pemeriksaan

(PKP) terhadap obrik yang diperiksa;
6.8. Menetapkan kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis

penyelenggaraan pengawasan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengawasan
yang sinergi pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangan provinsi;

6.9. Mengoordinasikan, mengawasi pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pemantauan
dan evaluasi, verifikasi, reviu sesuai ketentuan dan prosedur
guna menjamin obyektifitas dalam perencanaan dan
penganggaran untuk mengetahui kinerja dari masing-masing
perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

6. 10. Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan,
pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan masukan,
keluaran dan hasil dari masing-masing perangkat daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui keberhasilan
pelaksanaan tugas;
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6. 1 1. Melakukan inventarisasi, dokumentasi dan penelaahan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan pengawasan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas;

6.12. Mengumpulkan data umum terhadap obyek yang diperiksa
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk
mengetahui secara umum mekanisme dan kebijakan pada
in stansi yang diperiksa;

6.13. Mengoordinir penyusunan hasil pemeriksaan sesuai obyek yang
diperiksa agar dapat diketahui permasalahan yang ada dan
segera melakukan tindak lanjut;

6.14. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan;

6. 15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Inspektur pembantu III sesuai
hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan
mencari solusinya;

6. 16. Menyampaikan saran/masukan secara lisan dan tertulis
kepada atasan melalui nota dinas dan/atau telaahan staf
sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan atasan;

6.17. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Inspektur pembantu III
berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungiawaban
dan masukan bagi atasan;

6.18. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan
disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN
yang handal, profesional, beretika dan bermoral;

6.19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.
2.
3.
4.
5.

NAMAJABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KERJA
RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: INSPEKTURPEMBANTUW

: III-A
: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT

MERENCANAKAN 
.OP.ERASIONAL, MENGENDALIKAN DANMENGEVALUAST pEMBTNAAN nlrv pnlrcnwesarv TERHADApPELAKSANAAN URUSAN PEr'rBNrrV-tEHErV 

^ "OAENAH 
DI PERANGKATDAERAH PROVINSI OAN XA,E^UPAiE*7 KOi; E'ENOASANKAN KETENTUANDAN PRoSEDUR YANG geRI,AKU AGAR TERwUJUDNYAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHATV VA'T'iC BERSIH DAN BERWIBAWA.

6. URAIAN TUGAS:

6.1. Merencanakan, langkah_langkah operasional Inspekturpembantu rV. berdasirku., ..i.".,u k.ij; i;";.kto..i,Hii"r,dan hasil .rly^l^,:h"n sebelumnya serta sumber data yangada untuk Otff:"U11 
::bagai pedoman pelaksanaa" t"g"";,-6.2. Mendistribusikan tugas dan memoerr petunjuk kepadabawahan dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisansesuai dengan permasalahan dan bid;;- il;;;";;;,masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;6.3. Mengawasi pelakianaan t"gu"'uu*.t an berdasarkan rencanakerja yang telah ditetapk.ri rg". p.iak"ul,"arr.,v" i.p"i-*"ir,dan tepat sasarani

6.4. Menyeiia program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampaidengan peiaksanaan agai tercipta.ry" .r.itiii1";;;il;;;-""program dan kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakanorganisasi yang telah ditetapkan atasan;6.5. Memeriksa hasil kerja.pejabat fungsional auditor dan pengawaspemerintahan berdasarkan rencana kerja intukdisempurnakan agar hasil yang dicapai benar_benai .t rr.f i".,sesuai ketentuan yang berlaku;
6.6. Menyelia penyusunan rencana kerja pemeriksaan tahunan

sesuai prosedur 
$_an 

ketentuan yang-beriaku untut altetaftan
sebagai program Kerja pengawasan Tlhunan (pKpI);6.7. Menyelia pelaksanaan pen),usunan program kerja pemeriksaan
(PKP) terhadap obrik yang diperiksa;

6.8. Menetapkan kebijakan pembinaan dan petunjuk teknispenyelenggaraan pengawasan berdasarkan 
^ 
keteirtuan dan

prosedur yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengawasan
yang sinergi pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangan provinsi;

6.9. Mengoordinasikan, mengawasi pemeriksaa-n, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas pengawasan sena pemantauan
dan evaluasi, verifikasi, reviu sesuai ketentuan dan prosedur
guna menjamin obyektifitas dalam p...r,"rrru^., dan
penganggaran untuk mengetahui kinerja dari masing_masing
perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota:

6. 10. Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebiiakan.
pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan maJukan,
keluaran dan hasil dari masing-masing perangkat daerah
Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk mengetahui keberhasilan
peiaksanaan tugas;
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6. 1 I . Melakukan inventarisasi, dokumentasi dan penelaahan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan pengawasan untuk menunjang keiancaran pelaksanaan
tugas;

6.12. Mengumpulkan data umum terhadap obyek yang diperiksa
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk
mengetahui secara umum mekanisme dan kebijakan pada
instansi yang diperiksa;

6.13. Mengoordinir penyusunan hasil pemeriksaan sesuai obyek yang
diperiksa agar dapat diketahui permasalahan yang ada dan
segera melakukan tindak lanjut;

6.14. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan;

6.15, Mengevaluasi pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu IV sesuar
hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan
mencari solusinya;

6. 16. Menyampaikan saran/masukan secara lisan dan tertulis
kepada atasan melalui nota dinas dan/ atau telaahan staf
sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan atasan;

6. 17. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu IV
berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungiawaban
dan masukan bagi atasan;

6.18. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan
disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN
yang handal, profesional, beretika dan bermoral;

6.19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.
2.
3.
4.
5.

NAMA JABATAN
KODE JABATAN
ESELON
UNIT KER.'A
RUMUSAN TUGAS

URAIAN TUGAS JABATAN

: INSPEKTURPEMBANTUV

: III-A
: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN
MENGEVALUASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI, REFORMASI BIROKRASI, DAN
KASUS PENGADUAN MASYARAKAT DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU AGAR
TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DAN BERWIBAWA.

6. URAIAN TUGAS:

6. 1. Merencanakan langkah-langkah operasional Inspektur
Pembantu V berdasarkan rencana kerja Inspektorat Daerah dan
hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada
untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6.2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada
bawahan dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan
sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-
masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

6.3. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu
dan tepat sasaran;

6.4. Menyelia program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai
dengan pelaksanaan agar terciptanya efektifitas pelaksanaan
program dan kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan
organisasi yang telah ditetapkan atasan;

6.5. Memeriksa hasil kerja pejabat fungsional auditor dan pengawas
pemerintahan berdasarkan rencana kerja untuk
disempurnakan agar hasil yang dicapai benar-benar akurat dan
sesuai ketentuan yang berlaku;

6.6. Menyelia peny'usunan rencana kerja pemeriksaan tahunan
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditetapkan
sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPI);

6.7. Menyelia pelaksanaan pen1rusunan program kerja pemeriksaan
(PKP) terhadap obrik yang diperiksa;

6.8. Menetapkan kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan pengawasan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengawasan
yang sinergi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten fKota;

6.9. Mengoordinasikan, mengawasi pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pemantauan
dan evaluasi, verifikasi, reviu sesuai ketentuan dan prosedur
yang berlaku;

6.10. Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan,
pelaksanaan pengawasan berdasarkan masukan, keluaran dan
hasil di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas;
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6. I 1. Melakukan inventarisasi, dokumentasi dan penelaahan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan pengawasan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas;

6.12. Mengumpulkan data umum terhadap obyek yang diperiksa
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk
mengetahui secara umum mekanisme dan kebijakan pada
instansi yang diperiksa;

6.13. Mengoordinir penJrusunan hasil pemeriksaan sesuai obyek yang
diperiksa agar dapat diketahui permasalahan yang ada dan
segera melakukan tindak lanjut;

6.14. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan;

6.15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu V sesuai
hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan
mencari solusinya;

6.16. Menyampaikan saran/ masukan secara lisan dan tertulis
kepada atasan melalui nota dinas danlatau telaahan staf
sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan atasan;

6.17. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu V
berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban
dan masukan bagi atasan;

6.18. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan
disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN
yang handal, profesional, beretika dan bermoral;

6.19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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